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PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI 
 

NOMOR  3  TAHUN  2026 

 
TENTANG 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA SUKABUMI, 

 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 
Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6409); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor   5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 
 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6575); 

 

9. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota 
Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7035); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 15); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3584); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4927) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6177); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881);  

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 
 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Adminisrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Adminisrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 
1777); 

 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);   

 

25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Nomor 63); 

 

26. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2024 Nomor 6); 

 

27. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi 

Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2025 Nomor 2); 

 

28. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2025 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 
Tahun 2025 Nomor 6); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI 

dan 
WALI KOTA SUKABUMI 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah 

Kota Sukabumi. 
 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi. 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 
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4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 
 

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 
 

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. 
 

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 

Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 

bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah yang dibebani 

kewajiban untuk membayar kembali. 
 

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 
 

Pasal 2 
 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025 berupa 

laporan keuangan yang memuat:  
 

a. laporan realisasi anggaran;  

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. neraca;  

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas;  

f. laporan perubahan ekuitas; dan  

g. catatan atas laporan keuangan.  
 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri 
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan 

usaha milik daerah atau perusahaan daerah. 
 

Pasal 3 
 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 
 

a. Pendapatan Rp1.322.632.393.371,00 
b. Belanja  Rp1.325.355.376.868,00 
 

 Surplus/(Defisit)                               (Rp2.722.983.497,00) 
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c. Pembiayaan  

1. Penerimaan  Rp49.677.699.306,00 

2. Pengeluaran  Rp                      0,00 
 

Pembiayaan Netto Rp49.677.699.306,00 
 

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp46.954.715.809,00 

 
Pasal 4 

 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 sebagai berikut: 
 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                            

Rp5.922.080.295,00 dengan perincian sebagai berikut:  

1. Anggaran pendapatan Rp1.316.710.313.076,00 

setelah perubahan 

2. Realisasi Rp1.322.632.393.371,00 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp5.922.080.295,00 
 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

(Rp40.032.635.514,00) dengan perincian sebagai berikut:  
 

1. Anggaran belanja setelah perubahan    Rp1.365.388.012.382,00 

2. Realisasi Rp1.325.355.376.868,00 

        Selisih Lebih/(Kurang) (Rp40.032.635.514,00) 
 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah                       

(Rp45.954.715.809,00) perincian sebagai berikut:  
 

1. Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp48.677.699.306,00) 

2. Realisasi (Rp2.722.983.497,00) 

        Selisih Lebih/(Kurang) (Rp45.954.715.809,00) 
 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 
 

1. Anggaran penerimaaan pembiayaan  Rp49.677.699.306,00 

 setelah perubahan 

2. Realisasi  Rp49.677.699.306,00 

        Selisih Lebih /(Kurang)  Rp0,00 
 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan  

sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 
 

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan  Rp1.000.000.000,00 

setelah perubahan  

2. Realisasi Rp0,00       

Selisih Lebih /(Kurang)  (Rp1.000.000.000,00) 

 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah  

(Rp1.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:  
 

1. Anggaran pembiayaan neto setelah  Rp48.677.699.306,00 

Perubahan          

2. Realisasi  Rp49.677.699.306,00 

Selisih Lebih/(Kurang) (Rp1.000.000.000,00) 
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Pasal 5 
 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut: 
 

a. Saldo anggaran lebih awal Rp49.677.699.306,00 
b. Saldo anggaran lebih akhir Rp46.954.715.809,00 

 
Pasal 6 

 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 

Desember 2025 sebagai berikut: 
 

a. Jumlah aset Rp2.024.553.106.733,00 
b. Jumlah kewajiban  Rp53.686.361.840,00 
c. Jumlah ekuitas  Rp1.970.866.744.893,00 

 
Pasal 7 

 
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf d per 31 Desember 2025 sebagai berikut: 

 

a. Jumlah pendapatan Rp1.372.413.208.253,00 

b. Jumlah beban  Rp1.384.775.691.127,00 
c. Surplus/(defisit) dari operasi (Rp12.362.482.874,00) 
d. Jumlah surplus/(defisit) dari kegiatan       

non operasional)  Rp0,00 
e. Surflus/defisit LO  (Rp12.362.482.874,00) 

 

Pasal 8 
 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 

sebagai berikut:  
 

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2025 Rp49.677.699.306,00 
b. Arus kas dari aktivitas operasi  Rp66.019.881.914,00 

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset  (Rp68.742.865.411,00) 
non keuangan  

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp0,00 

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp0,00 
f. Koreksi kesalahan pembukuan tahun Rp0,00 

sebelumnya 
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2025 Rp46.954.715.809,00 

 

Pasal 9 
 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) huruf f per 31 Desember 2025 sebagai berikut: 

  

a. Ekuitas awal  Rp2.002.196.919.920,00 
b. Surplus/defisit LO (Rp12.362.482.874,00) 

c. Dampak kumultatif perubahan  (Rp18.967.692.153,00) 
Kebijakan/kesalahan mendasar  

d. Ekuitas akhir  Rp1.970.866.744.893,00 

 
Pasal 10 

 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
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Pasal 11 
 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas: 

 

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran, terdiri atas: 

1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah dan  

organisasi;  

2. Lampinan I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi 

menurut kelompok dan jenis pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 

3. Lampiran I.3 : Rincian laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; dan 

4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan 

beserta keluaran. 

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. Lampiran III : Laporan operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan arus kas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang 

tidak tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

pekerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;  

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 

2025 dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran berikutnya; dan 

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri 

atas: 

1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar/laporan keuangan (neraca) Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; 

dan 

2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan 

laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ 

Perusahaan Daerah. 
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Pasal 12 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan 
Wali Kota. 

 
Pasal 13 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  

Daerah Kota Sukabumi.  
 

 
Ditetapkan di Sukabumi 

pada tanggal 1 September 2026gus 
tus 18 

WALI KOTA SUKABUMI, 
 

cap.ttd. 
 

 

       AYEP ZAKI 
 

   

 
Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 1 September 202618  

 

SEKRETARIS DAERAH 
   KOTA SUKABUMI, 

cap. ttd. 
           cap.ttd. 

 
 ANDANG TJAHJANDI 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR  3 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT 
3/72/2026 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA SUKABUMI, 
 

 

 
  

     YUDI PEBRIANSYAH 

NIP. 19830207 200604 1 010 
 


